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Di Indonesia, murtadnya salah satu pihak sepanjang perkawinan sering kali menimbulkan permasalahan
hukum. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, yang menelaah secara mendalam
seperangkat peraturan yang mengatur tentang akibat murtad terhadap perkawinan, yaitu berdasarkan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yuridis
normatif ini juga menganalisis akibat murtad terhadap perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Nomor
2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk dan Nomor 695/Pdt.G/2012/PA .JP berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam
norma hukum yang dimaksud. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
tidak diatur secara eksplisit akibat murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan. Namun, Pasal 27 (2)
undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa orang yang telah menjadi muallaf ternyata mengakui tidak
pernah muallaf, itu artinya secara lslam dikatakan murtad. Inilah yang menjadi dasar bahwa murtad
berakibat pembatalan perkawinan jika peralihan agama itu adalah sebuah kebohongan. Sedangkan dalam
Kompilast Hukum Islam, akibat murtad terhadap perkawinan yaitu pembatalan perkawinan dan perceraian.
Akibat murtad dalam pembatalan perkawinan dan perceraian ini adalah status dan pemeliharaan anak, harta
bersama, masa tunggu dan nafkah keluarga. Oleh karena kedua pasangan dalam putusan tersebut belum
memiliki anak, maka akibat hukum yang timbul bagi para pihak yaitu mengenai pembagian harta bersama
dan masa idah. Pembagian harta bersama dibagi masing-masing seperdua atau berdasarkan pada hukum lain
yang ditentukan atau diperjanjikan lain. Masa tunggu yang berlaku terhadap istri adalah 90 (sembilan puluh)
hari setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap jika keduanya telah berhubungan dan tidak ada
masa idah jika keduanya belum pernah berhubungan badan.
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